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Pengucapan Putusan Uji UU Perimbangan Keuangan 

Jakarta, 24 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar pengujian UU No.33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada 

Kamis (24/01) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara yang teregistrasi 

dengan nomor perkara 89/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Warga di sekitar Wilayah Kerja Panas 

Bumi (WKP) Kabupaten Bandung dengan norma yang diuji, yaitu 

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 33/2004: 

“Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: 

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;” 

Para Pemohon berkeyakinan Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Keuangan Daerah saat ini 

sudah tidak selaras lagi dan sudah tidak dapat diharapkan lagi akan dapat menjamin 

perlindungan dan pertahanan hak hidup dan kehidupan rakyat, serta membebaskan rakyat dari 

ancaman dan ketakutan dalam kehidupannya 

Pemohon menjelaskan dalam permohonannya, sebagai daerah penghasil panas bumi terbesar 

di Indonesia, Kabupaten Bandung seharusnya bisa lebih sejahtera. Tetapi menurut para 

Pemohon, dengan diberlakukannya Pasal a quo Kabupaten Bandung menjadi kehilangan 16 % 

(Persen) dari hasil kekayaan mereka. Para Pemohon mendasarkan Permohonan dari hasil 

kajian yang diterbitkan oleh BI Perwakilan Jawa Barat, realisasi kemampuan belanja APBD 

Provinsi Jawa Barat berjumlah hampir tujuh kali lipat dari kemampuan belanja APBD Kabupaten 

Bandung.  

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 33/2004, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: 

a. 48% untuk kabupaten/kota penghasil.  

b. 32% untuk provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi 

yang bersangkutan. 

(MHM) 
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